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Data were collected through in-depth interviews with government officials,
DPRD members, traditional leaders, and local activists, as well as through
participant observation and documentation studies. The results of the study
show that decentralization and Otsus have brought significant changes to the
political structure in Merauke, but their implementation still faces challenges,
especially in terms of power distribution and community participation.
Although Otsus aims to strengthen the role of indigenous peoples in
government, there is still inequality in access to political decision-making,
which is dominated by local elites. Community participation is also limited due
to the lack of political education and policy transparency. In addition, the
management of Special Autonomy funds still faces obstacles in accountability,
which has an impact on development inequality and the potential for social
instability. The conclusion of this study confirms that the effectiveness of
Special Autonomy is highly dependent on the balance between political
decentralization and local community empowerment. Therefore, reforms are
needed in regional governance, increasing budget transparency, and
strengthening the participation of indigenous peoples in the political and
development process. With these strategic steps, it is hoped that Special
Autonomy can contribute more optimally in creating a more inclusive and
equitable political system in Merauke.
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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika sistem politik di Kabupaten Merauke dalam konteks
desentralisasi dan Otonomi Khusus (Otsus), dengan menyoroti peran aktor politik lokal, relasi kekuasaan,
serta partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan daerah. Metode yang digunakan adalah
pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yang memungkinkan eksplorasi mendalam
mengenai makna, persepsi, dan interaksi sosial dalam sistem politik lokal. Data dikumpulkan melalui
wawancara mendalam dengan pejabat pemerintah, anggota DPRD, tokoh adat, dan aktivis lokal, serta
melalui observasi partisipatif dan studi dokumentasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi dan
Otsus telah membawa perubahan signifikan dalam struktur politik di Merauke, nhamun implementasinya
masih menghadapi tantangan, terutama dalam aspek distribusi kekuasaan dan partisipasi masyarakat.
Meskipun Otsus bertujuan untuk memperkuat peran masyarakat adat dalam pemerintahan, masih terdapat
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ketimpangan akses terhadap pengambilan keputusan politik, yang lebih didominasi oleh elit lokal. Partisipasi
masyarakat juga terbatas akibat kurangnya pendidikan politik dan transparansi kebijakan. Selain itu,
pengelolaan dana Otsus masih menghadapi kendala dalam akuntabilitas, yang berdampak pada ketimpangan
pembangunan dan potensi ketidakstabilan sosial.Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa
efektivitas Otsus sangat bergantung pada keseimbangan antara desentralisasi politik dan pemberdayaan
masyarakat lokal. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam tata kelola pemerintahan daerah, peningkatan
transparansi anggaran, serta penguatan partisipasi masyarakat adat dalam proses politik dan pembangunan.
Dengan langkah-langkah strategis ini, diharapkan Otsus dapat berkontribusi lebih optimal dalam
menciptakan sistem politik yang lebih inklusif dan berkeadilan di Merauke.

Kata Kunci: Desentralisasi, Otonomi Khusus, Sistem Politik

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan keberagaman budaya, suku, dan sumber daya
alam memiliki tantangan dalam mengelola pemerintahan yang efektif dan inklusif (Parsons, Taylor,
and Crease 2021). Salah satu pendekatan yang diterapkan adalah desentralisasi, yang memberikan
kewenangan lebih besar kepada daerah untuk mengatur urusan pemerintahan sendiri. Kebijakan ini
bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan
pembangunan antarwilayah (Chen et al. 2022). Dalam konteks Papua, termasuk Kabupaten
Merauke, desentralisasi diperkuat dengan pemberian status Otonomi Khusus (Otsus) sejak tahun
2001 sebagai respons terhadap tuntutan keadilan dan pengakuan hak-hak masyarakat Papua.

Kabupaten Merauke, sebagai bagian dari Provinsi Papua Selatan, memiliki dinamika
tersendiri dalam penerapan kebijakan Otonomi Khusus. Dengan sumber daya alam yang melimpah
dan posisi geografis yang strategis (Lee and He 2022), Merauke memiliki potensi besar dalam
pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, implementasi Otsus di daerah ini
menghadapi berbagai tantangan, seperti tata kelola pemerintahan, transparansi anggaran, serta
partisipasi masyarakat dalam pembangunan (Lee and He 2022). Perdebatan mengenai efektivitas
Otsus di Merauke masih menjadi isu penting dalam diskursus politik lokal dan nasional.

Implementasi kebijakan Otonomi Khusus di Kabupaten Merauke menghadapi berbagai
tantangan yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Salah satu permasalahan utama adalah
pengelolaan dana Otsus yang belum sepenuhnya transparan dan merata dalam distribusinya.
Meskipun alokasi dana cukup besar, dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat masih
dipertanyakan, terutama bagi penduduk asli Papua. Beberapa laporan menunjukkan adanya
ketimpangan dalam pemanfaatan dana, dengan sebagian besar anggaran lebih banyak terserap untuk
birokrasi dibandingkan program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat (Khanal et al.
2023). Selain itu, infrastruktur dan layanan publik di beberapa wilayah terpencil masih tertinggal,
yang mengindikasikan adanya kelemahan dalam perencanaan dan implementasi kebijakan
pembangunan daerah.

Selain aspek ekonomi dan pembangunan, permasalahan politik dan sosial juga menjadi faktor
yang mempengaruhi dinamika Otonomi Khusus di Merauke. Partisipasi politik masyarakat asli
Papua masih tergolong rendah, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam keterlibatan
langsung dalam pemerintahan. Di sisi lain, ada ketegangan sosial antara penduduk asli dengan
pendatang, terutama terkait dengan akses terhadap sumber daya dan kesempatan ekonomi (Garcia
Guerrero et al. 2021). Hal ini diperparah dengan kebijakan yang terkadang tidak sepenuhnya
berpihak pada kepentingan masyarakat lokal, sehingga menimbulkan ketidakpuasan dan
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meningkatkan potensi konflik sosial. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi yang lebih mendalam
terhadap kebijakan desentralisasi dan Otonomi Khusus agar dapat lebih efektif dalam mewujudkan
kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat di Merauke.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji implementasi desentralisasi dan Otonomi
Khusus di Papua, termasuk di Kabupaten Merauke. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh
(Prabowo et al. 2021) menyoroti efektivitas Otsus dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Papua, namun menemukan bahwa kebijakan tersebut belum sepenuhnya memberikan dampak
signifikan akibat lemahnya tata kelola pemerintahan daerah. Sementara itu, penelitian oleh
(Figueroa Huencho 2022) mengungkap bahwa salah satu kendala utama dalam implementasi Otsus
adalah kurangnya partisipasi masyarakat adat dalam proses perencanaan dan pengambilan
kebijakan, sehingga manfaat dari kebijakan ini tidak merata. Studi lain oleh (Lassou, Hopper, and
Soobaroyen 2021) menunjukkan bahwa birokrasi yang kompleks serta praktik korupsi turut menjadi
faktor penghambat dalam pengelolaan dana Otsus. Dari berbagai penelitian tersebut, dapat
disimpulkan bahwa meskipun Otsus bertujuan memberikan kewenangan lebih kepada daerah,
masih terdapat berbagai tantangan yang harus diatasi agar kebijakan ini benar-benar dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, khususnya di Merauke.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas implementasi Otonomi Khusus di Papua,
masih terdapat kesenjangan dalam kajian yang secara spesifik membahas dinamika sistem politik
di Kabupaten Merauke. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada aspek ekonomi,
kebijakan anggaran, serta dampak sosial dari Otsus secara umum, namun belum banyak yang
menganalisis bagaimana desentralisasi dan Otonomi Khusus memengaruhi struktur politik lokal,
relasi kekuasaan, serta partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah. Selain itu, masih terbatas
kajian yang mengulas bagaimana aktor-aktor politik lokal, baik dari pemerintah, masyarakat adat,
maupun kelompok pendatang, (Bhat and Rajeshwari 2022) berinteraksi dalam dinamika politik
Otsus di Merauke. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut
dengan memberikan analisis yang lebih mendalam mengenai peran desentralisasi dan Otonomi
Khusus dalam membentuk sistem politik di Merauke serta implikasinya terhadap tata kelola
pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini menjadi penting mengingat Kabupaten Merauke merupakan salah satu wilayah
strategis di Papua Selatan yang memiliki peran besar dalam implementasi kebijakan Otonomi
Khusus. Meskipun Otsus telah berjalan selama lebih dari dua dekade, masih terdapat berbagai
permasalahan dalam tata kelola pemerintahan, partisipasi politik masyarakat, serta distribusi
manfaat pembangunan yang belum merata. Tanpa adanya evaluasi dan pemahaman yang lebih
mendalam terhadap dinamika sistem politik di Merauke,(Bhat and Rajeshwari 2022) kebijakan
desentralisasi dan Otsus berisiko tidak berjalan optimal dan bahkan dapat memperburuk
ketimpangan sosial serta konflik kepentingan di tingkat lokal. Oleh karena itu, penelitian ini
diharapkan dapat memberikan wawasan akademis dan rekomendasi kebijakan yang dapat
membantu meningkatkan efektivitas desentralisasi serta memastikan bahwa Otonomi Khusus
benar-benar membawa manfaat bagi seluruh masyarakat Merauke, khususnya bagi penduduk asli
Papua.

Penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan menganalisis secara spesifik bagaimana
desentralisasi dan Otonomi Khusus membentuk dinamika sistem politik di Kabupaten Merauke,
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sebuah aspek yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya. Berbeda dari studi
terdahulu yang lebih berfokus pada aspek ekonomi dan distribusi dana Otsus, penelitian ini akan
mengeksplorasi peran aktor politik lokal, relasi kekuasaan, serta partisipasi masyarakat dalam tata
kelola pemerintahan daerah (Palmer and Chuamuangphan 2021). Selain itu, penelitian ini juga akan
mengkaji bagaimana interaksi antara penduduk asli dan pendatang dalam konteks politik lokal serta
dampaknya terhadap stabilitas sosial dan pembangunan di Merauke. Dengan pendekatan yang lebih
komprehensif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam memahami
efektivitas desentralisasi dan Otsus dalam membangun sistem politik yang lebih inklusif dan
berkeadilan di Papua Selatan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dinamika sistem politik di Kabupaten
Merauke dalam konteks desentralisasi dan Otonomi Khusus, dengan fokus pada peran aktor politik
lokal, relasi kekuasaan, serta partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan daerah dan
dampaknya terhadap stabilitas sosial serta pembangunan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk
memahami secara mendalam dinamika sistem politik di Kabupaten Merauke dalam konteks
desentralisasi dan Otonomi Khusus. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali makna,
persepsi, serta interaksi sosial yang terjadi dalam sistem politik local (HASSAN 2023). Dengan
metode deskriptif-analitis, penelitian ini berupaya memberikan gambaran yang komprehensif
mengenai implementasi Otsus di Merauke serta bagaimana kebijakan ini membentuk struktur
politik, relasi kekuasaan, dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, sebagai salah satu daerah
yang menerima dana dan kewenangan khusus dalam kerangka Otonomi Khusus Papua. Subjek
penelitian mencakup aktor-aktor politik lokal, pejabat pemerintahan daerah, anggota DPRD, tokoh
masyarakat adat, akademisi, serta perwakilan organisasi masyarakat sipil dan kelompok pendatang.
Pemilihan subjek ini bertujuan untuk memperoleh perspektif yang beragam mengenai efektivitas
desentralisasi dan Otsus (Cornito 2021), baik dari sisi pemerintah maupun masyarakat.

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik utama, yaitu wawancara mendalam,
observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan dengan pemangku
kepentingan seperti pejabat pemerintah, anggota DPRD, tokoh adat, dan aktivis lokal untuk
memperoleh wawasan mengenai kebijakan Otsus serta tantangan dalam implementasinya.
Observasi partisipatif dilakukan dengan mengamati langsung dinamika politik dan interaksi sosial
di Merauke, termasuk dalam forum-forum diskusi atau kebijakan publik. Sementara itu, studi
dokumentasi mencakup analisis berbagai dokumen kebijakan (Timotheou et al. 2023), laporan
pemerintah, peraturan daerah, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif, yang melibatkan tiga
tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data
dilakukan dengan menyaring informasi yang relevan dengan fokus penelitian, sedangkan penyajian
data dilakukan dalam bentuk naratif deskriptif untuk memudahkan interpretasi. Selanjutnya,
penarikan kesimpulan dilakukan dengan menghubungkan temuan penelitian dengan teori
desentralisasi dan Otonomi Khusus. Untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas data, penelitian
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ini menerapkan teknik triangulasi, yaitu membandingkan hasil wawancara, observasi, dan studi
dokumentasi guna memastikan konsistensi temuan (Khoa, Hung, and Hejsalem-Brahmi 2023).

Interpretasi hasil analisis dilakukan dengan mengkaji bagaimana desentralisasi dan Otonomi
Khusus berpengaruh terhadap struktur politik dan tata kelola pemerintahan di Merauke. Dari hasil
penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan
efektivitas implementasi Otsus serta memperkuat sistem politik lokal yang lebih inklusif dan
berkeadilan. Kesimpulan yang dihasilkan akan berkontribusi dalam perumusan kebijakan yang
lebih tepat sasaran dalam konteks desentralisasi di Papua, khususnya di Kabupaten Merauke.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil

Tabel 1. Dinamika Sistem Politik dalam Kerangka Otonomi Khusus di Merauke

Aspek Temuan Penelitian

Sistem politik mengalami perubahan signifikan sejak diberlakukannya Otonomi
Khusus.

Pemerintah daerah memperoleh kewenangan lebih besar dalam mengatur
kebijakan lokal.

Peran Aktor Politik Lokal Akt.or politik Io_kal sgmakin dominan dalam pengambilan keputusan, terutama
dari kalangan elit politik.

Hubungan Pemerintah & | Muncul dinamika baru dalam relasi antara pemerintah daerah dan masyarakat
Masyarakat Adat adat, yang masih menghadapi berbagai tantangan.

Memberikan ruang lebih besar bagi masyarakat asli Papua dalam pemerintahan
dan pembangunan.

Representasi politik masyarakat adat masih terbatas akibat kendala struktural dan
sosial.

Perubahan Sistem Politik

Peningkatan Kewenangan

Tujuan Otonomi Khusus

Kendala yang Dihadapi

Makna dari tabel di atas menunjukkan bahwa penerapan Otonomi Khusus di Merauke telah
membawa perubahan signifikan dalam sistem politik, terutama dalam peningkatan kewenangan
pemerintah daerah dan dominasi aktor politik lokal. Meskipun tujuan Otsus adalah memberikan
lebih banyak ruang bagi masyarakat asli Papua dalam pemerintahan, kenyataannya mereka masih
menghadapi berbagai kendala struktural dan sosial yang menghambat representasi politik mereka.
Selain itu, hubungan antara pemerintah dan masyarakat adat mengalami dinamika baru, yang masih
membutuhkan penyesuaian untuk memastikan kebijakan lebih inklusif dan berpihak kepada
kepentingan lokal.

Tabel 2: Peran dan Tantangan Aktor Politik Lokal dalam Implementasi Desentralisasi dan
Otonomi Khusus di Merauke

Peran dalam Kebijakan Desentralisasi dan
Otsus

Menyusun  dan mengimplementasikan | Kurangnya transparansi dalam
kebijakan desentralisasi serta mengelola dana | pengelolaan anggaran dan kebijakan yang
Otsus. cenderung berpihak pada elit politik.
Dewan Perwakilan Dominasi ~ kelompok  elit  politik

Rakyat Daerah Mewaklllasplras_! masyarakat dan mengawasi menghambat keterwakilan masyarakat
pelaksanaan kebijakan Otsus.

Aktor Politik Lokal Tantangan yang Dihadapi

Pejabat Pemerintah
Daerah

(DPRD) adat secara proporsional.
Mempertahankan nilai-nilai budaya dalam | Partisipasi yang masih terbatas dan
Tokoh Adat pemerintahan serta memperjuangkan hak-hak | kurangnya pengaruh dalam pengambilan

masyarakat adat. keputusan politik.
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Mengendalikan kebijakan dan distribusi | Kepentingan pribadi atau kelompok sering

Kelpmpok Elit sumber daya melalui jaringan politik dan | kali lebih diutamakan dibandingkan
Politik . .
ekonomi. kesejahteraan masyarakat secara luas.
. . . Rendahnya keterlibatan dalam proses
Masyarakat Adat Sebagal_ penerima manfaqt_ kebijakan Otsus politik akibat kurangnya akses informasi
dan bagian dari sistem politik lokal. . L
dan pendidikan politik.

Makna dari tabel di atas menunjukkan bahwa berbagai aktor politik lokal memiliki peran yang
signifikan dalam implementasi desentralisasi dan Otonomi Khusus di Merauke. Pejabat pemerintah
daerah dan DPRD memiliki wewenang dalam perumusan kebijakan, tetapi sering kali dipengaruhi
oleh kepentingan elit politik yang mendominasi pengambilan keputusan. Sementara itu, tokoh adat
berusaha memperjuangkan hak-hak masyarakat asli Papua, namun masih menghadapi keterbatasan
dalam akses politik. Kelompok elit politik memiliki pengaruh besar dalam distribusi sumber daya,
yang sering kali tidak merata dan lebih berpihak kepada kepentingan tertentu. Masyarakat adat,
sebagai pihak yang seharusnya mendapatkan manfaat utama dari kebijakan Otsus, justru masih
mengalami keterbatasan dalam partisipasi politik akibat minimnya akses informasi dan pendidikan
politik. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan yang lebih inklusif dan transparan agar
desentralisasi dan Otsus benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Merauke.

Tabel 3 Partisipasi Masyarakat dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Aspek Temuan Penelitian
Peluang dalam  Otonomi | Memberikan ruang bagi masyarakat Papua untuk berperan lebih dalam
Khusus pemerintahan.

Tingkat Partisipasi Masih rendah, terutama di kalangan masyarakat adat.
- Kurangnya sosialisasi kebijakan.
Hambatan Partisipasi - Keterbatasan pendidikan politik.

- Dominasi elit politik dalam pengambilan keputusan.

- Kesenjangan antara kebijakan pemerintah daerah dengan aspirasi masyarakat.
Dampak terhadap Masyarakat | - Meningkatnya ketidakpuasan masyarakat.
- Potensi konflik sosial.

Makna dari tabel di atas menunjukkan bahwa meskipun Otonomi Khusus memberikan
peluang bagi masyarakat Papua untuk lebih berperan dalam pemerintahan, tingkat partisipasi
mereka masih tergolong rendah, terutama di kalangan masyarakat adat. Hambatan utama yang
menyebabkan rendahnya partisipasi ini antara lain kurangnya sosialisasi kebijakan, keterbatasan
pendidikan politik, serta dominasi elit politik yang menghambat keterlibatan masyarakat dalam
proses pengambilan keputusan. Akibatnya, terjadi kesenjangan antara kebijakan pemerintah daerah
dengan aspirasi masyarakat, yang berpotensi memicu ketidakpuasan dan konflik sosial. Oleh karena
itu, diperlukan strategi yang lebih inklusif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam tata
kelola pemerintahan daerah guna menciptakan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan
masyarakat di Merauke.

Tabel 4. Tantangan dalam Implementasi Otonomi Khusus di Merauke

Aspek Tantangan
N Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan Otsus.

Kebijakan Ketimpangan dalam implementasi kebijakan yang tidak selalu berpihak pada masyarakat
adat.

Tata Kelola | Kurangnya transparansi dalam pengelolaan dan distribusi dana Otsus.

Anggaran Alokasi dana lebih banyak terserap untuk birokrasi dibandingkan program pembangunan
masyarakat.

Relasi Sosial-Politik Konflik kepentingan antara penduduk asli Papua dan kelompok pendatang.
Rendahnya partisipasi politik masyarakat adat dalam pemerintahan daerah.
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Kualitas layanan publik yang masih belum optimal di beberapa daerah.

Layanan Publik ) )
Ketimpangan pembangunan infrastruktur antara daerah perkotaan dan pedalaman.

Tabel di atas menunjukkan berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasi Otonomi
Khusus di Merauke, meliputi aspek kebijakan, tata kelola anggaran, relasi sosial-politik, serta
layanan publik. Kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana Otsus dan rendahnya partisipasi
masyarakat adat dalam pemerintahan menjadi kendala utama yang menghambat efektivitas
kebijakan ini. Selain itu, ketimpangan dalam pembangunan infrastruktur dan konflik kepentingan
antara penduduk asli dan kelompok pendatang turut memperumit pelaksanaan Otsus. Oleh karena
itu, diperlukan langkah strategis untuk memperbaiki tata kelola, meningkatkan Kketerlibatan
masyarakat, dan memastikan distribusi manfaat yang lebih merata bagi seluruh warga Merauke.

Pembahasan

Kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) yang diterapkan di Papua, termasuk di Kabupaten
Merauke, telah membawa perubahan signifikan dalam sistem politik lokal. Otsus memberikan
kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola kebijakan pembangunan,
keuangan, serta kebudayaan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat asli Papua.
Transformasi ini terlihat dalam berbagai aspek, mulai dari struktur kelembagaan pemerintahan,
sistem pengambilan keputusan politik, hingga partisipasi masyarakat dalam tata kelola daerah (Kiss
et al. 2022).

Salah satu perubahan utama yang terjadi adalah peningkatan kewenangan pemerintah daerah
dalam mengatur dan mengelola sumber daya serta keuangan daerah secara lebih mandiri. Dengan
adanya Otsus, Merauke mendapatkan alokasi dana khusus yang seharusnya dimanfaatkan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli Papua. Selain itu, kebijakan ini juga memungkinkan
daerah untuk merancang regulasi sendiri yang lebih sesuai dengan kondisi sosial dan budaya local
(Rocca and Zielinski 2022), termasuk kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak
masyarakat adat.

Namun, dalam praktiknya, distribusi kewenangan ini tidak selalu berjalan efektif. Meskipun
pemerintah daerah memiliki otoritas yang lebih besar, implementasi kebijakan Otsus masih
menghadapi tantangan birokrasi dan kepentingan politik tertentu. Misalnya, dalam penyusunan
kebijakan daerah, terdapat dominasi dari aktor-aktor politik tertentu yang lebih berorientasi pada
kepentingan elit dibandingkan aspirasi masyarakat luas (Levy 2022). Hal ini berakibat pada kurang
optimalnya kebijakan yang benar-benar berpihak kepada masyarakat asli Papua, terutama dalam
aspek pembangunan ekonomi dan pemberdayaan sosial.

Selain perubahan dalam tata kelola pemerintahan, kebijakan Otsus juga memengaruhi
dinamika hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat. Seharusnya, Otsus memberikan
ruang yang lebih besar bagi masyarakat, terutama kelompok adat, untuk terlibat dalam pengambilan
kebijakan. Namun, dalam banyak kasus, partisipasi masyarakat masih terbatas, baik karena
kurangnya sosialisasi kebijakan maupun minimnya akses terhadap informasi pemerintahan (Chitsa
et al. 2022). Akibatnya, masyarakat adat sering kali merasa kurang dilibatkan dalam perumusan
kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka.
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Dalam konteks demokrasi lokal, Otsus seharusnya menjadi instrumen untuk memperkuat
partisipasi politik masyarakat dan meningkatkan representasi orang asli Papua (OAP) dalam
pemerintahan. Beberapa kebijakan afirmatif telah diterapkan, seperti penunjukan perwakilan adat
dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta kebijakan dalam rekrutmen aparatur sipil
negara yang mengutamakan OAP (Besley et al. 2022). Namun, implementasi kebijakan ini masih
menemui berbagai kendala, seperti lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaannya serta
ketidakjelasan dalam mekanisme representasi politik masyarakat adat di tingkat lokal.

Selain itu, Otsus juga membawa dinamika baru dalam hubungan antara masyarakat asli dan
kelompok pendatang. Merauke, sebagai salah satu wilayah dengan populasi pendatang yang cukup
besar, mengalami ketegangan sosial akibat perbedaan akses terhadap sumber daya ekonomi dan
politik (Petrova 2021). Dalam beberapa kasus, kelompok pendatang lebih mudah mengakses
peluang ekonomi dibandingkan masyarakat asli, yang masih menghadapi berbagai keterbatasan
dalam aspek pendidikan, modal usaha, dan kesempatan kerja. Ketimpangan ini dapat memperburuk
ketegangan sosial dan menimbulkan konflik kepentingan di tingkat lokal.

Dengan demikian, meskipun kebijakan Otonomi Khusus telah membawa perubahan dalam
sistem politik di Merauke, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya. Agar Otsus
benar-benar mampu memperkuat demokrasi lokal, diperlukan penguatan mekanisme tata kelola
yang lebih transparan (Petrova 2021), peningkatan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik,
serta strategi yang lebih efektif dalam memastikan keseimbangan distribusi sumber daya antara
masyarakat asli dan kelompok pendatang. Jika tantangan ini dapat diatasi, Otsus dapat menjadi
instrumen yang lebih efektif dalam membangun pemerintahan daerah yang lebih inklusif dan
berkeadilan bagi seluruh masyarakat Merauke.

Kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) di Papua, termasuk di Merauke, bertujuan untuk
memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dan masyarakat asli Papua dalam
mengelola wilayahnya. Namun, dalam praktiknya, distribusi kekuasaan dan pengaruh politik masih
mengalami berbagai tantangan yang dipengaruhi oleh interaksi antara pemerintah daerah, tokoh
adat, dan kelompok pendatang. Masing-masing aktor memiliki kepentingan dan peran yang berbeda
dalam sistem politik lokal, sehingga membentuk pola relasi kekuasaan yang dinamis dan sering kali
kompleks (Nilsen, Grillitsch, and Hauge 2023).

Pemerintah daerah memiliki peran sentral dalam implementasi Otsus, terutama dalam
perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta alokasi dana Otsus. Dalam beberapa
kasus, kewenangan yang besar ini membuat pemerintah daerah memiliki kendali penuh terhadap
penggunaan anggaran, yang tidak selalu diiringi dengan transparansi dan akuntabilitas (Broni¢,
Stani¢, and Prijakovi¢ 2022). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa birokrasi lokal masih
menghadapi tantangan dalam mendistribusikan manfaat Otsus secara merata, sehingga masyarakat
adat sering kali merasa kurang diakomodasi dalam kebijakan pembangunan. Selain itu, hubungan
antara pemerintah daerah dan DPRD juga menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas tata kelola
pemerintahan, di mana kepentingan politik dan ekonomi sering kali berperan dalam pengambilan
keputusan.

Tokoh adat, sebagai representasi masyarakat asli Papua, memiliki posisi penting dalam
struktur sosial dan politik di Merauke. Dalam konteks Otsus, mereka diharapkan dapat memainkan
peran lebih besar dalam menentukan arah kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat
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adat. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa peran tokoh adat dalam pemerintahan daerah
masih terbatas, terutama dalam aspek perumusan kebijakan dan pengelolaan sumber daya. Dalam
beberapa kasus, ada ketegangan antara pemerintah daerah dan tokoh adat terkait dengan
pengelolaan tanah dan sumber daya alam (Atisa, Zemrani, and Weiss 2021), di mana pemerintah
daerah cenderung lebih mengutamakan investasi dan proyek pembangunan yang tidak selalu sejalan
dengan aspirasi masyarakat adat.

Sementara itu, kelompok pendatang, yang terdiri dari berbagai etnis dari luar Papua, juga
memiliki pengaruh dalam dinamika politik di Merauke. Keberadaan mereka, terutama dalam sektor
ekonomi dan pemerintahan, sering kali memunculkan ketegangan dengan masyarakat adat yang
merasa terpinggirkan dalam persaingan ekonomi dan politik. Kelompok pendatang, khususnya yang
memiliki akses terhadap jaringan ekonomi dan politik nasional, sering kali lebih mudah
mendapatkan peluang dalam sektor usaha dan pemerintahan, sehingga menciptakan
ketidakseimbangan dalam akses terhadap sumber daya (Edwards-Fapohunda 2024). Ketimpangan
ini dapat memicu ketidakpuasan di kalangan masyarakat asli, yang merasa hak-haknya tidak
sepenuhnya diakomodasi dalam sistem politik lokal.

Relasi antara ketiga aktor ini—pemerintah daerah, tokoh adat, dan kelompok pendatang—
sangat menentukan dinamika politik dan kebijakan di Merauke. Jika tidak dikelola dengan baik,
ketimpangan kekuasaan dan akses terhadap sumber daya dapat memperburuk ketegangan sosial dan
memperlemah efektivitas implementasi Otonomi Khusus. Oleh karena itu, perlu ada mekanisme
yang lebih inklusif dalam pengambilan kebijakan (Haddad et al. 2022), di mana masyarakat adat
benar-benar diberikan ruang yang lebih besar dalam pemerintahan daerah, serta adanya transparansi
dan akuntabilitas dalam tata kelola anggaran dan sumber daya. Selain itu, diperlukan pendekatan
yang lebih dialogis untuk mengatasi ketegangan antara masyarakat adat dan kelompok pendatang,
sehingga kebijakan yang diterapkan dapat lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik merupakan salah satu indikator
penting dalam menilai keberhasilan desentralisasi dan Otonomi Khusus di Merauke. Secara
normatif, Otsus memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat Papua untuk terlibat dalam
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan daerah. Namun, dalam praktiknya, keterlibatan
masyarakat, khususnya penduduk asli Papua, masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan
sosial yang menghambat partisipasi mereka secara optimal (Cornish et al. 2023).

Salah satu faktor utama yang memengaruhi rendahnya partisipasi politik masyarakat adalah
tingkat pendidikan politik yang masih terbatas. Sebagian besar masyarakat, terutama di daerah
pedalaman, masih memiliki pemahaman yang minim mengenai hak dan kewajiban politik mereka
(Hesselman et al. 2021). Hal ini disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap pendidikan formal
dan minimnya program sosialisasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Akibatnya,
banyak warga yang tidak mengetahui mekanisme pengambilan keputusan di tingkat pemerintahan
maupun bagaimana mereka dapat berkontribusi secara aktif dalam proses tersebut.

Selain pendidikan politik, akses terhadap informasi juga menjadi kendala yang signifikan.
Banyak kebijakan daerah yang dibuat tanpa adanya keterlibatan masyarakat dalam tahap
perencanaan dan tanpa transparansi informasi yang memadai. Proses pengambilan keputusan
cenderung dilakukan secara elitis (Belenguer 2022), di mana hanya kelompok tertentu yang
memiliki akses terhadap kebijakan publik. Keterbatasan infrastruktur komunikasi dan media di
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beberapa wilayah juga menyebabkan masyarakat kesulitan mendapatkan informasi terkini
mengenai kebijakan yang sedang berjalan. Padahal, partisipasi yang efektif membutuhkan
keterbukaan informasi agar masyarakat dapat memberikan masukan yang relevan dan berbasis data.

Peran organisasi masyarakat sipil (OMS) dan lembaga adat dalam memperkuat partisipasi
politik masyarakat juga menjadi aspek penting yang perlu dikaji. Beberapa OMS telah berupaya
memberikan pendidikan politik dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi
lokal. Namun, tantangan yang dihadapi adalah masih adanya dominasi aktor-aktor politik tertentu
yang berusaha mempertahankan status quo dan membatasi ruang gerak masyarakat dalam
pengambilan kebijakan (Brugger and Engebretsen 2022). Di sisi lain, lembaga adat yang seharusnya
menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah daerah terkadang mengalami dilema, terutama
ketika kepentingan adat bertentangan dengan kebijakan pemerintah.

Selain faktor internal, faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah daerah dan dinamika
politik nasional juga berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam politik local (Chu,
Bian, and Yang 2022). Dalam beberapa kasus, kebijakan yang diterapkan tidak sepenuhnya
mendukung pemberdayaan masyarakat asli Papua, sehingga mereka merasa termarjinalisasi dalam
sistem politik yang ada. Selain itu, masih adanya ketimpangan akses antara masyarakat asli dan
kelompok pendatang dalam berbagai sektor, termasuk politik, juga menjadi tantangan tersendiri
dalam membangun sistem pemerintahan yang inklusif dan partisipatif.

Untuk meningkatkan efektivitas partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik,
diperlukan beberapa langkah strategis. Pertama, pemerintah daerah perlu memperluas program
pendidikan politik yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah pedalaman.
Kedua, transparansi dan keterbukaan informasi harus ditingkatkan agar masyarakat dapat
mengakses informasi kebijakan dengan mudah. Ketiga, peran OMS dan lembaga adat harus
diperkuat sebagai fasilitator dalam menjembatani kepentingan masyarakat dengan pemerintah
(Etokidem et al. 2021). Terakhir, reformasi kebijakan perlu dilakukan untuk memastikan bahwa
desentralisasi dan Otonomi Khusus benar-benar memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat
asli Papua untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah mereka. Dengan langkah-langkah
ini, diharapkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik dapat lebih efektif dan
berkontribusi pada tata kelola pemerintahan yang lebih demokratis dan inklusif di Merauke.

Implementasi Otonomi Khusus di Merauke menghadapi berbagai tantangan yang
menghambat efektivitas kebijakan dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan
kesejahteraan masyarakat Papua dan memperkuat sistem desentralisasi di tingkat daerah. Salah satu
permasalahan utama yang ditemukan adalah ketimpangan dalam distribusi dana Otsus, di mana
alokasi anggaran belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat di berbagai sektor,
seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur (Boakye et al. 2022). Meskipun secara nominal
dana yang dialokasikan cukup besar, pemanfaatannya masih sering tidak merata, dengan sebagian
besar anggaran lebih banyak terserap untuk administrasi pemerintahan dibandingkan dengan
program yang langsung menyentuh masyarakat. Akibatnya, kelompok-kelompok rentan, terutama
masyarakat adat yang tinggal di daerah terpencil, masih menghadapi keterbatasan akses terhadap
layanan dasar yang seharusnya menjadi prioritas dalam kebijakan Otonomi Khusus.

Selain itu, kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran menjadi tantangan serius yang
berdampak pada efektivitas kebijakan Otsus. Mekanisme akuntabilitas yang masih lemah sering
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kali membuka celah bagi praktik korupsi dan penyalahgunaan dana, yang mengakibatkan kebijakan
pembangunan tidak berjalan secara optimal. Beberapa laporan mengindikasikan bahwa dana Otsus
sering kali tidak sampai ke masyarakat sesuai peruntukannya, tetapi justru terserap dalam birokrasi
atau dialokasikan untuk kepentingan politik tertentu. Lemahnya pengawasan terhadap penggunaan
dana ini semakin diperburuk dengan minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan
dan evaluasi anggaran (Musiega et al. 2023), sehingga transparansi menjadi permasalahan yang
belum terselesaikan hingga saat ini.

Dari sisi birokrasi, hambatan struktural dalam tata kelola pemerintahan daerah juga menjadi
faktor yang menghambat keberhasilan Otsus di Merauke. Kompleksitas sistem birokrasi dan
kurangnya kapasitas sumber daya manusia di tingkat lokal sering kali menghambat implementasi
program yang dirancang untuk mendukung otonomi daerah (Asmorowati, Schubert, and Ningrum
2022). Ketergantungan pada pemerintah pusat dalam pengambilan keputusan strategis juga masih
cukup kuat, sehingga kebijakan yang dihasilkan di daerah tidak sepenuhnya mencerminkan
kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Selain itu, koordinasi antar lembaga pemerintahan
dalam menjalankan program Otsus masih belum optimal, menyebabkan inkonsistensi dalam
pelaksanaan kebijakan.

Dari aspek sosial dan politik, ketegangan antara penduduk asli Papua dan kelompok
pendatang juga menjadi tantangan dalam implementasi Otsus di Merauke. Pertumbuhan populasi
akibat arus migrasi dari daerah lain di Indonesia telah menimbulkan persaingan dalam akses
terhadap sumber daya ekonomi dan kesempatan kerja. Dalam beberapa kasus, masyarakat asli
merasa terpinggirkan oleh kelompok pendatang yang lebih memiliki akses terhadap modal dan
jaringan ekonomi yang lebih kuat (Arora and Majumder 2021). Hal ini menimbulkan ketidakpuasan
dan potensi konflik sosial yang dapat menghambat pembangunan daerah. Selain itu, kebijakan
Otsus yang seharusnya memberikan perlindungan lebih bagi hak-hak masyarakat adat terkadang
tidak berjalan efektif karena adanya kepentingan politik tertentu yang lebih mengutamakan
kelompok-kelompok tertentu dibandingkan dengan kepentingan masyarakat asli Papua.

Tantangan lainnya adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perumusan
kebijakan dan pengambilan keputusan politik. Banyak masyarakat, terutama dari kelompok adat,
masih merasa tidak memiliki cukup ruang untuk menyuarakan aspirasinya dalam sistem
pemerintahan daerah. Hal ini diperburuk dengan masih rendahnya tingkat literasi politik serta
kurangnya akses terhadap informasi mengenai kebijakan Otsus dan bagaimana masyarakat dapat
berperan dalam mengawasi pelaksanaannya (Haider and Sundin 2022). Akibatnya, kebijakan yang
dihasilkan sering kali tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan masyarakat lokal, melainkan
lebih dipengaruhi oleh kepentingan politik elit yang mendominasi pemerintahan daerah.

Dengan berbagai tantangan ini, implementasi Otonomi Khusus di Merauke memerlukan
perbaikan sistem yang lebih komprehensif, termasuk peningkatan transparansi dalam pengelolaan
anggaran, reformasi birokrasi untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah (Jung 2022),
serta upaya memperkuat partisipasi masyarakat adat dalam proses pengambilan kebijakan. Selain
itu, diperlukan strategi yang lebih inklusif untuk mengelola dinamika sosial antara penduduk asli
dan kelompok pendatang agar kebijakan Otsus benar-benar dapat memberikan manfaat yang adil
bagi seluruh masyarakat di Merauke.
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Kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) di Papua, termasuk di Kabupaten Merauke, bertujuan
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui desentralisasi kewenangan dan alokasi dana
khusus bagi pembangunan daerah. Sejak diberlakukan, Otsus telah membawa perubahan signifikan
dalam berbagai aspek pembangunan, terutama dalam peningkatan infrastruktur, layanan publik,
serta akses ekonomi bagi masyarakat local (Jung 2022). Namun, efektivitas kebijakan ini masih
menghadapi berbagai tantangan yang perlu diperhatikan agar manfaatnya dapat dirasakan secara
merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dalam aspek infrastruktur, Otsus telah mendorong pembangunan jalan, fasilitas kesehatan,
dan pendidikan di berbagai wilayah di Merauke. Peningkatan aksesibilitas ini diharapkan mampu
mempercepat pertumbuhan ekonomi dan membuka peluang baru bagi masyarakat, khususnya di
daerah pedalaman. Namun, meskipun terjadi kemajuan, masih terdapat ketimpangan pembangunan
antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Beberapa daerah terpencil masih mengalami kesulitan
akses terhadap sarana transportasi dan fasilitas umum (Kaiser and Barstow 2022), yang
menghambat distribusi barang dan jasa serta memperlambat peningkatan kesejahteraan masyarakat
di wilayah-wilayah tersebut.

Dalam bidang layanan publik, Otsus memungkinkan adanya peningkatan anggaran bagi
sektor kesehatan dan pendidikan. Program-program seperti beasiswa bagi pelajar asli Papua serta
peningkatan fasilitas rumah sakit dan puskesmas telah memberikan dampak positif bagi
masyarakat. Namun, tantangan utama dalam sektor ini adalah kualitas layanan yang masih belum
optimal. Ketersediaan tenaga kesehatan dan guru yang memadai masih menjadi masalah, terutama
di daerah pedalaman yang sering kali kekurangan tenaga professional (Frenk et al. 2022). Selain
itu, efektivitas layanan publik juga dipengaruhi oleh faktor birokrasi dan sistem administrasi yang
masih perlu diperbaiki agar lebih transparan dan efisien.

Dalam hal kesejahteraan masyarakat, Otsus telah memberikan peluang bagi masyarakat asli
Papua untuk lebih terlibat dalam perekonomian lokal. Program-program pemberdayaan ekonomi
berbasis komunitas dan bantuan usaha kecil telah membantu meningkatkan pendapatan sebagian
masyarakat (Pradhan et al. 2023). Namun, tantangan utama yang masih dihadapi adalah
ketimpangan ekonomi antara masyarakat asli Papua dan kelompok pendatang. Dominasi kelompok
pendatang dalam sektor perdagangan dan ekonomi sering kali menjadi sumber ketidakpuasan di
kalangan masyarakat adat, yang merasa kurang mendapatkan akses yang setara terhadap sumber
daya ekonomi dan peluang bisnis.

Dari perspektif stabilitas sosial, kebijakan Otsus memiliki dampak yang beragam (Helwig and
Sinkkonen 2022). Di satu sisi, Otsus diharapkan dapat meredam ketegangan sosial dengan
memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat Papua dalam pemerintahan dan pembangunan
daerah. Namun, di sisi lain, ketimpangan dalam distribusi manfaat Otsus justru berpotensi
memperburuk ketegangan sosial, terutama antara masyarakat asli Papua dan kelompok pendatang
yang memiliki akses lebih luas terhadap sektor ekonomi dan pemerintahan. Konflik sosial yang
muncul akibat ketidakpuasan terhadap kebijakan dan implementasi Otsus dapat menghambat
stabilitas di daerah dan mengurangi efektivitas program pembangunan yang telah direncanakan.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan strategi peningkatan efektivitas Otsus yang lebih
inklusif dan berbasis kebutuhan masyarakat. Transparansi dalam pengelolaan dana Otsus harus
diperkuat agar masyarakat dapat melihat secara jelas bagaimana anggaran digunakan untuk
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pembangunan. Selain itu, kebijakan afirmatif yang lebih tegas dalam pemberdayaan masyarakat asli
Papua perlu diterapkan, baik dalam sektor ekonomi, pendidikan, maupun politik, agar mereka dapat
lebih berdaya dalam pembangunan daerahnya sendiri. Meningkatkan dialog antara pemerintah
daerah, tokoh adat, dan kelompok masyarakat lainnya juga menjadi langkah penting untuk
mengurangi potensi konflik dan memperkuat stabilitas sosial di Merauke (Christawan et al. 2023).

Dengan pendekatan yang lebih transparan, inklusif (Cooper et al. 2021), dan berkeadilan,
kebijakan Otonomi Khusus diharapkan dapat benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh
masyarakat di Merauke, menciptakan pembangunan yang berkelanjutan, serta memperkuat harmoni
sosial di tengah keberagaman masyarakat yang ada.

Untuk meningkatkan efektivitas implementasi Otonomi Khusus (Otsus) di Kabupaten
Merauke, diperlukan serangkaian strategi yang berorientasi pada transparansi tata kelola
pemerintahan, penguatan partisipasi masyarakat adat, serta desentralisasi yang lebih adil dan
inklusif. Kebijakan Otsus seharusnya tidak hanya menjadi instrumen administratif, tetapi juga
sarana untuk memberdayakan masyarakat lokal agar lebih aktif dalam proses pembangunan dan
pengambilan keputusan politik. Oleh karena itu, strategi yang diterapkan harus bersifat
komprehensif dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan (Awan, Sroufe, and Shahbaz 2021),
termasuk pemerintah daerah, tokoh adat, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil.

Salah satu strategi utama yang perlu diterapkan adalah peningkatan transparansi dan
akuntabilitas dalam tata kelola anggaran Otsus. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa dana
Otsus benar-benar dialokasikan untuk program-program yang berdampak langsung pada
kesejahteraan masyarakat asli Papua. Untuk mencapai hal ini, diperlukan mekanisme pengawasan
yang lebih ketat melalui audit independen dan partisipatif, di mana masyarakat dapat berperan
dalam memantau alokasi dan realisasi anggaran (Augustine 2022). Selain itu, pemerintah daerah
perlu menyelenggarakan forum-forum dialog terbuka secara berkala guna melibatkan masyarakat
dalam proses perencanaan dan evaluasi kebijakan pembangunan.

Selain transparansi anggaran, pemberdayaan masyarakat adat dalam politik lokal juga
menjadi faktor krusial dalam meningkatkan efektivitas Otsus. Meskipun Otsus memberikan ruang
bagi masyarakat asli Papua untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, realitas di lapangan
menunjukkan bahwa masih terdapat hambatan struktural yang membatasi keterlibatan mereka
dalam proses politik. Oleh karena itu, perlu ada kebijakan afirmatif yang lebih konkret (Birhane et
al. 2022), seperti peningkatan kuota keterwakilan masyarakat adat dalam lembaga legislatif dan
eksekutif daerah. Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas kepemimpinan politik bagi
masyarakat adat melalui program pelatihan, pendidikan politik, serta pemberdayaan organisasi
masyarakat adat agar mereka lebih siap dalam memperjuangkan kepentingan komunitasnya.

Strategi selanjutnya adalah memperkuat sistem desentralisasi yang lebih inklusif dan
berkeadilan. Dalam konteks Merauke, desentralisasi seharusnya tidak hanya berfokus pada
pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah, tetapi juga memastikan bahwa setiap
kelompok masyarakat memiliki akses yang setara terhadap sumber daya dan kesempatan
pembangunan. Untuk mewujudkan hal ini, perlu ada kebijakan yang mendorong keseimbangan
antara penduduk asli dan kelompok pendatang dalam mengakses layanan publik, peluang ekonomi,
serta lapangan pekerjaan. Selain itu, penting untuk mengadopsi pendekatan pembangunan berbasis
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komunitas (Mahajan et al. 2021), di mana program-program pembangunan dirancang sesuai dengan
kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal, khususnya komunitas adat.

Selain aspek politik dan ekonomi, stabilitas sosial juga menjadi faktor yang harus
diperhatikan dalam optimalisasi Otsus. Perbedaan kepentingan antara kelompok masyarakat asli
dan pendatang sering kali menjadi sumber ketegangan sosial di Merauke (Alfarabi, Suardi, and
Qodir 2021). Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah daerah perlu merancang kebijakan
integrasi sosial yang mendorong harmoni antara kelompok-kelompok yang ada. Program-program
yang mendorong dialog antarbudaya, kerja sama ekonomi antara masyarakat adat dan pendatang,
serta peningkatan pemahaman mengenai hak-hak masyarakat adat dapat menjadi langkah strategis
dalam membangun kohesi sosial.

Terakhir, keberhasilan Otonomi Khusus di Merauke sangat bergantung pada komitmen
politik yang kuat dari pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan kebijakan ini secara
konsisten dan berkelanjutan. Perlu ada evaluasi berkala terhadap implementasi Otsus dengan
mengacu pada indikator-indikator keberhasilan yang jelas (Citro et al. 2023), seperti tingkat
kesejahteraan masyarakat, peningkatan infrastruktur, serta partisipasi politik masyarakat lokal.
Pemerintah pusat juga perlu terus memberikan dukungan dalam bentuk regulasi yang adaptif,
pendampingan teknis, serta alokasi anggaran yang berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat di
Merauke.

Dengan menerapkan strategi-strategi ini, diharapkan kebijakan Otonomi Khusus di Merauke
dapat berjalan lebih efektif, adil, dan berkelanjutan (Kossay 2022). Masyarakat lokal, khususnya
masyarakat adat, perlu mendapatkan manfaat nyata dari kebijakan ini dalam bentuk peningkatan
kesejahteraan, partisipasi politik yang lebih luas, serta perlindungan terhadap hak-hak sosial dan
budaya mereka. Hanya dengan pendekatan yang transparan, inklusif, dan berbasis keadilan,
Otonomi Khusus dapat benar-benar menjadi instrumen yang memperkuat tata kelola pemerintahan
daerah dan mempercepat pembangunan di wilayah Papua Selatan, khususnya di Kabupaten
Merauke.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi desentralisasi dan Otonomi Khusus di
Kabupaten Merauke telah membawa perubahan signifikan dalam sistem politik lokal, tetapi masih
menghadapi berbagai tantangan dalam efektivitasnya. Meskipun kebijakan ini memberikan
kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat asli Papua, realitas di lapangan menunjukkan adanya ketimpangan dalam distribusi
kekuasaan dan manfaat pembangunan. Partisipasi masyarakat, terutama masyarakat adat, dalam
pengambilan keputusan politik masih terbatas akibat berbagai faktor, seperti dominasi elit politik,
keterbatasan akses informasi, dan kurangnya pendidikan politik. Selain itu, pengelolaan dana
Otonomi Khusus masih menghadapi permasalahan transparansi dan akuntabilitas, yang berpotensi
menimbulkan ketidakpuasan sosial dan meningkatkan risiko konflik. Oleh karena itu, untuk
meningkatkan efektivitas kebijakan Otonomi Khusus di Merauke, diperlukan reformasi dalam tata
kelola pemerintahan daerah, peningkatan transparansi anggaran, serta penguatan peran masyarakat
adat dalam proses politik dan pembangunan. Dengan langkah-langkah strategis tersebut, diharapkan
desentralisasi dan Otonomi Khusus dapat benar-benar memberikan manfaat yang lebih merata dan
berkelanjutan bagi seluruh masyarakat di Merauke.
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